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ABSTRAK 

 

PERAN PUSKESMAS DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA 

MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH 

KOTA 

Oleh: 

Rahma Dwi OOkselia 

NIM. 12070520666 

 

Peran Puskesmas Muaro Paiti dalam penanganan stunting dilakukan untuk dapat 

mengurangi angka stunting di Desa Muaro Paiti. Penelitian ini memiliki fenomena 

yaitu masih adanya anak stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran 

Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk 

mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanganan stunting. Teori yang 

digunakan yaitu menurut Jim Ife memiliki beberapa indikator yaitu Peran Fasilitatif, 

Peran Edukasi, Peran Representasional dan Peran Teknis. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pengumpulan data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti 

gunakan adalah teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

Puskesmas dalam penanganan stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota belum dikatakan efektif dalam penanganan stunting 

masih ada indikator yang belum berjalan dengan semestinya. Dan terdapat faktor-

faktor penghambat seperti Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi 

yang diperoleh. Masalah pendanaan, dan pendidikan orang tua yang rendah . 

Kata kunci: Peran, Penanganan, Stuntin 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF PUSKESMAS IN HANDLING STUNTING IN MUARO PAITI 

VILLAGE, KAPUR IX DISTRICT, FIFTY CITY DISTRICT 

By: 

Rahma Dwi OOkselia 

NIM. 12070520666 

 

The role of the Muaro Paiti Community Health Center in handling stunting is carried 

out to reduce the stunting rate in Muaro Paiti Village. This research has a 

phenomenon, namely that there are still stunted children in Muaro Paiti Village, 

Kapur IX District, Limapuluh Kota Regency. The aim of this research is to determine 

the role of the Muaro Paiti Community Health Center, Kapur IX District, Limapuluh 

Kota Regency and to determine the inhibiting factors in handling stunting. The theory 

used, according to Jim Ife, has several indicators, namely Facilitative Role, 

Educational Role, Representational Role and Technical Role. This research uses a 

qualitative descriptive method and collects data from interviews, observations and 

documentation. The data processing technique that researchers use is data analysis 

techniques. The results of the research show that the role of the Community Health 

Center in handling stunting in Muaro Paiti Village, Kapur IX District, Limapuluh 

Kota Regency cannot be said to be effective in handling stunting, there are still 

indicators that are not working properly. And there are inhibiting factors such as 

lack of public awareness, lack of information obtained, funding problems, and low 

parental education. 

Keywords: Role, Handling, Stunting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai 

dengan banyaknya kasus gizi buruk pada anak balita. Masalah gizi ialah 

permasalahan dalam siklus hidup yang kompleks dan penting untuk segera 

ditangani hal ini dapat dimulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, 

remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia. Masalah gizi dapat terjadi pada 

seluruh kelompok umur, permasalahan gizi pada satu kelompok umur tertentu 

akan berpengaruh pada status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya ( 

Republik Indonesia, 2012). 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tinggi 

menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang tidak dapat dihindari. Masalah 

tersebut diantaranya masalah ekonomi, kejahatan, pengangguran, dan 

kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi yang merupakan sebuah 

investasi, sehingga harus diusahakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh 

semua pemangku kebijakan agar masyarakat dapat merasakan hidup sehat. 

Karena kesehatan adalah tanggung jawab seluruh lapisan dari mulai 

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membentuk sumberdaya manusia 

yang berkualitas ( Kementerian Kesehatan, 2011 ). Salah satu fokus pemerintah 

belakangan ini salah satunya dibagian gizi yang cukup berat dan dampaknya 
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terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup serius. Tingginya status 

anak balita pendek (stunting) merupakan salah satu permasalahan gizi  yang 

saat ini menjadi perhatian utama.   

Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 22%,  hasil 

survey status gizi Indonesia tahun 2021 terdapat 24,4 %, pada tahun 2022 

terdapat 21,6%, dan pada tahun 2023 terdapat 21,5%. Angka tersebut 

merupakan persentase stunting yang cukup tinggi karena batasan persentase 

stunting menurut WHO adalah <20%.  Melihat tingginya kasus stunting di 

Indonesia, maka dibuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 pasal 2 ayat 2 

yang menyebutkan bahwa strategi nasional percepatan penurunan stunting 

bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas 

penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, 

memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Program yang dilakukan 

pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting ialah dengan cara 

membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Nasional, tingkat 

Provinsi, tingkat Kabupaten, dan tingkat Desa (Peraturan Presiden, 2021).  

Masalah gizi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

pangan, kesehatan, pendidikan, kualitas air, kemiskinan, program KB 

(Keluarga Berencana), dan berbagai faktor lainnya (Nasikhah & Margawati, 

2012).  Masalah gizi yang terjadi pada saat ini harus mendapatkan perhatian 
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khusus dari pemerintah mengenai permasalahan gizi yang saat ini terjadi 

termasuk permasalahan stunting yang terjadi di kalangan masyarakat. 

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial yang dinegara-

negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh 

kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat 

akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari masa 

kehamilan sampai usia 24 bulan (Choliq et al., 2020). Kekurangan gizi pada 

masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan 

fisik, menurunnya tingkat kesehatan, menghambat perkembangan mental anak, 

dan juga bisa menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah stunting 

memiliki resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, 

dan resiko penyakit degeneratif di masa yang akan datang (Indriati, 2023).  

Beberapa ciri-ciri anak stunting sebagai berikut: 

1. Tinggi badan pendek, anak yang mengalami stunting biasanya memiliki 

tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seumurannya. 

Pertumbuhan linear akibat difisit gizi yang kronis 

2. Berat badan rendah 

3. Perkembangan fisik  

4. Gangguan kognitif 

5. Penurunan energi dan aktivitas 

6. Keterlambatan pubertas 
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7. Tampak lebih muda dari usianya 

Kasus stunting yang terjadi di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu ditandai dengan tinggi badan yang tidak 

normal dan berat badan yang tidak normal, serta gizi pada anak dikategorikan 

buruk. 

 

 

Pada gambar 1.1 Anak Stunting yang berusia 2 tahun dikategorikan 

stunting karena terdapat tinggi badan dan berat badan yang kurang normal, serta 

gizi yang kurang pada anak yang tidak sesuai dengan usianya yaitu terjadinya 

masalah pada tumbuh kembang anak. Dari data Puskesmas berat badan 7,6 kg 

dan tinggi badan 76,2 cm  itu dikategorikan anak stunting dan pada kategori ini 

dikategorikan gizi kurang. Pada pengukuran standar yang dilakukan pihak 

puskesmas dalam melakukan penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi 

badan pada usia 2 tahun, pada anak laki-laki umur 2 tahun berat ideal yaitu 9,7-

Gambar 1. 1 Gambar Anak Stunting 
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15,3 kg dan tinggi badan dan tinggi badan 81,7-97cm, sedangkan wanita berat 

badan 9-13 kg dan tinggi badan 82-96,1 cm menurut WHO. Anak diatas 

dikategorikan stunting karena berat dan tinggi badan di bawah standar.  

 

Pada gambar 1.2 Anak Stunting yang berusia 1 tahun dikategorikan 

stunting karena terdapat tinggi badan yang kurang normal dan berat badan yang  

normal,  usianya yaitu terjadinya masalah pada tumbuh kembang anak. Dari 

data Puskesmas berat badan 8,3 kg dan tinggi badan 70,5 cm  itu dikategorikan 

anak stunting. Pada pengukuran standar yang dilakukan pihak puskesmas dalam 

melakukan penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi badan pada usia 

1tahun, pada anak laki-laki umur 1 tahun berat ideal yaitu 7,7-10,8 kg dan 

tinggi badan 71-82,9 cm, sedangkan wanita berat badan 7-10,1 kg dan tinggi 

Gambar 1. 2 Gambar Anak Stunting 
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badan 68,9-81,7 cm menurut WHO. Anak diatas dikategorikan stunting tinggi 

badan di bawah standar.  

 

 

Pada gambar 1.3 Anak Stunting yang berusia 2 tahun dikategorikan 

stunting karena terdapat tinggi badan dan berat badan yang kurang normal, serta 

gizi yang kurang pada anak yang tidak sesuai dengan usianya yaitu terjadinya 

masalah pada tumbuh kembang anak. Dari data Puskesmas berat badan 8,9 kg 

dan tinggi badan 76,9 cm  itu dikategorikan anak stunting. Pada pengukuran 

standar yang dilakukan pihak puskesmas dalam melakukan penimbangan berat 

badan serta pengukuran tinggi badan pada usia 2 tahun, pada anak laki-laki 

umur 2 tahun berat ideal yaitu 9,7-15,3 kg dan tinggi badan dan tinggi badan 

81,7-97cm, sedangkan wanita berat badan 9-13 kg dan tinggi badan 82-96,1 cm 

Gambar 1. 3 Gambar Anak Stunting 
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menurut WHO. Anak diatas dikategorikan stunting karena berat badan dan 

tinggi badan di bawah standar.  

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya 

disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak 

balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi 

stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) dari anak balita. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi 

badan menurut pada umumnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. 

Beberapa faktor yang menjadi stunting adalah: praktek pengasuhan yang 

kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi 

sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan, masih kurangnya 

akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih 

dan sanitasi (Eva Lestari et al., 2023).  

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kejadian stunting secara 

langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan kurangnya asupan gizi secara 

kuantitas maupun kualitas. Faktor yang memengaruhi kejadian stunting secara 

tidak langsung yaitu faktor sosial ekonomi meliputi pendapatan keluarga, 

jumlah anggota keluarga. Adapun faktor lain yaitu pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, ASI eksklusif, status imunisasi, jangkauan fasilitas 

pelayanan kesehatan serta pola asuh yang kurang memadai (Ludin et al., 2022). 

Adapun faktor-faktor yang lain ditemukan pada saat studi pendahuluan yaitu 

pemberian ASI eksklusif dan status imunisasi.  
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Program penanganan stunting merupakan salah satu program 

pembangunan nasional yang termasuk ke dalam pembangunan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan yang kokoh dimulai dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, untuk itu perlu mempersiapkan sejak dini termasuk pada 

usia sekolah. Salah satu indikator dalam pencapaian pembangunan kesehatan 

adalah status gizi anak usia dibawah 5 tahun (balita). 

Penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat adalah 

dengan menyelenggarakan program anti stunting di desa tersebut. Adapun 

program yang diselenggrakan antara lain: Pelatihan (peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan) bagi petugas kesehatan masyarakat, Perawatan dan 

pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui, Pemantauan tumbuh kembang, 

dan pemberian makanan tambahan/sehat untuk meningkatkan gizi bayi, balita, 

dan pelajar.  

Di Desa Muaro Paiti masalah stunting juga menjadi pusat perhatian 

pemerintah daerah karena meningkatnya angka stunting. Pemerintah Daerah 

atau Kepala Desa membuat program untuk mengatasi masalah stunting dengan 

mengadakan sosialisasi dengan kader posyandu yang ada di desa Muaro Paiti. 

Program penanganan stunting di laksanakan oleh perangkat desa khususnya 

oleh kader posyandu Desa Muaro Paiti serta peran dari pihak puskesmas yang 

dilaksanakan mulai tahun 2020 meliputi konsultasi ibu hamil (pelayanan 

kesehatan ibu hamil), pemberian suplemen untuk ibu hamil, pemberian 

makanan pada bayi dan balita, serta memberikan edukasi pada remaja mengenai 



9 
 

obesitas dan upaya penanganan yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja mengenai upaya penanganan stunting dan gizi buruk. 

Tabel 1. 1 Data Anak Stunting 2020-2023 

NO TAHUN 

 

JUMLAH 

1 2019 

 

20 

2 2020 

 

24 

3 2021 

 

62 

4 2022 

 

47 

5 2023 

 

34 

  Sumber : Puskesmas Muaro Paiti 

 

Tabel 1. 2 Persentase Stunting Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

NO Tahun Persentase 

1 2019 8,5% 

2 2020 10,3% 

3 2021 16,5% 

4 2022 11,37% 

5 2023 8,7% 

  Sumber: Puskesmas Muaro Paiti 
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Tabel 1. 3 Data Stunting Tahun 2020-2023 

Sumber : Olahan Peneliti 2023 

Data diatas merupakan jumlah anak stunting yang ada di Desa Muaro 

Paiti Kecamatan Kapur IX pada tahun 2019 berjumlah 20 anak stunting (8,5%), 

tahun 2020 berjumlah 24 anak stunting (10,3%), tahun 2021 terdapat 62 anak 

stunting (16,5%), tahun 2022 terdapat 47 anak stunting (11,37%), dan pada 

tahun 2023 terdapat 34 anak stunting (8,7%). Angka tersebut menunjukkan 

masih tinggi atau banyaknya anak stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan 

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Tingginya angka anak stunting 

diharapkan ada penanganan yang baik dan optimal puskesmas Muaro Paiti 

untuk menurunkan jumlah anak stunting yang terjadi di Desa Muaro Paiti. 

Namun terdapat kendala seperti: belum optimalnya program yang dilakukan 

puskesmas dan peran pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan 

stunting, kurangnya pihak kader posyandu dan puskesmas dalam melakukan 

sosialisasi atau melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masih 

kurangnya pemahaman orang tua terhadap gizi anak, dan rendahnya kesadaran 

NO Jorong (Dusun) Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Kampung Dalam 3 5 10 9 7 

2 S. Panjang Indah 3 4 8 4 3 

3 Koto Tinggi 5 4 13 9 5 

4 Kampung Baru 4 6 9 8 7 

5 Kampung Duri 2 3 10 8 3 

6 Talawi 3 2 12 9 9 

Jumlah 20 24 62 47 34 
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masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan tidak menjaga kebersihan 

makanan. 

Hingga saat ini sebagian masyarakat di Desa Muaro Paiti salah paham 

mengenai stunting. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dianggap 

sebagai faktor genetik (keturunan), oleh karena itu orangtua menerima tanpa 

melakukan apapun untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor 

yang paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan. Beberapa orang juga 

berpendapat bahwa stunting hanya terjadi pada anak-anak dari keluarga miskin, 

padahal stunting juga bisa terjadi pada anak-anak keluarga dikota maupun di 

desa 

Tabel 1. 4 Anggaran Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan 

Tahun Jumlah 

2021 

2022 

2023 

25.661.025 

31.062.221 

30.789.321 

Sumber: Puskesmas Muaro Paiti 

Data diatas anggaran dari Desa untuk kesehatan di Desa Muaro Paiti 

dimana anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal 

kesehatan. Disisi lain Kepala Desa juga memberikan bantuan BLT maupun 

bantuan seperti PKH untuk masyarakat miskin agar perekonomian mereka 

bisa terbantu dengan adanya program tersebut. Masyarakat juga mendapat 

10% Dana dari desa. 
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Dana dari Puskesmas berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada dr. Putri Nilam Sari mengatakan: “Kegiatan atau dana untuk 

kepentingan dalam pelaksanaan stunting itu juga diberikan oleh pihak Dinas 

Kesehatan kepada Puskesmas baik bantuan uang maupun berupa barang 

seperti: pemberian biscuit, susu, telur yang langsung diberikan oleh dinas 

kesehatan kepada Puskesmas dan Puskesmas yang akan memberikan kepada 

masyarakat yang dikategorikan anaknya stunting”. 

Untuk itu Puskesmas menyelenggarakan berbagai program dan 

aktivitas yang disiapkan pemerintah untuk penanganan stunting. 

Tabel 1. 5 Program Dalam Penanganan stunting 

No Program Bentuk Kegiatan Keterangan 

1. Pembagian 

Makanan 

-Pembagian susu SGM 

-Pembagian Biskuit 

-Pembagian makanan 

bergizi 

Belum 

Maksimal 

2. Posyandu -Penimbangan tinggi 

badan 

-Pengukuran berat badan 

-Pengukuran lingkar 

lengan dan lingkar kepala 

-Pemberian vitamin 

Maksimal 

3. Sosialisasi -Sosialisasi stunting 

 

Belum 

Maksimal 

4. Pembangunan 

SPAM air 

bersih 

Pembangunan SPAM air 

bersih 

Belum 

Maksimal 
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Dari data diatas, Di Desa Muaro Paiti banyak upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi stunting. Namun beberapa upaya tersebut belum dilakukan 

maksimal karena tidak sesuai dengan prosedur. 

Contoh kasus yang mengatakan upaya Puskesmas dalam penanganan 

stunting yang belum sesuai dengan stunting yaitu : Pada kegiatan pemberian 

bantuan atau makanan tambahan untuk anak stunting belum sesuai yang 

diharapkan. Masyarakat di Desa Muaro Paiti mengatakan bahwa pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas belum maksimal karena belum 

semua masyarakat yang memiliki anak stunting mendapatkan bantuan yang 

diberikan untuk anak stunting. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai 

kasus stunting yang terjadi serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua orang khususnya masyarakat di desa Muaro Paiti dengan bertujuan dapat 

memaksimalkan penanganan stunting, serta berkurangnya penderita stunting di 

desa Muaro Paiti. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PERAN PUSKESMAS DALAM PENANGANAN STUNTING DI 

DESA MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA 

PULUH KOTA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

oleh peneliti adalah: 

1. Bagaimana Peran Puskesmas Dalam Penanganan Stunting di Desa Muaro 

Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?  

2. Apa Faktor-faktor Penghambat Puskesmas Dalam Penanganan Stunting di 

Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui Peran Puskesmas Dalam Penanganan Stunting di Desa 

Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.  

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Puskesmas Dalam 

Penanganan Stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 

Lima Puluh Kota.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis: Penelitian secara teoritis berguna untuk menambah dan 

memperkuat pengetahuan serta pemahaman terkait peran Puskesmas 

dalam penanganan stunting di desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota. 
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2. Secara Praktis: Penelitin secara praktis diharapkan menjadi sumber 

rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya, dan juga bagi Puskesmas 

Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diharapkan menjadi pertimbangan 

dalam melaksanakan penanganan stunting dengan baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini 

penulis membagi dalam tiga bab sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu, defenisi konsep, konsep 

operasional, dan kerangka berpikir. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang jenis dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa 

data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Desa Muaro Paiti 

Kecamatan Kapur IX. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai Peran Puskesmas Dalam 

Penanganan Stnting Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

  2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye (Harbani, 2014) menjelaskan bahwa 

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan 

sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu 

meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu 

sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan 

negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan 

sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. 

Menurut Anderson (Harbani, 2014) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan 

dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. James E. Anderson 

(Yaw, 2008): “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan 

yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur 

keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna 

mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

2.1.2 Ciri –Ciri Kebijakan Publik 

Menurut Solichin Abdul Wahab (Sawir, 2021) ciri-ciri kebijakan 

publik : 

• Kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada 

tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kebetulan (merupakan tindakan yang direncanakan). 

• Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang lakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan 

yang berdiri sendiri. 

• Kebijaksanaan berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, bukan hanya sekedar apa yang 

ingin dilakukan oleh pemerintah  dalam bidang-bidang tertentu tersebut. 

• Kebijaksanaan Negara dapat berbentuk positif dan dapat berbentuk 

negatif. Kebijaksanaan Negara yang berbentuk positif adalah yang 
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mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi masalah tertentu, sedangkan kebijaksanaan Negara yang 

berbentuk negatif adalah mencakup keputusan pemerintah untuk tidak 

bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah 

dimana intervensi pemerintah justru diperlukan.  

• Kebijakan publik yang bersifat positif di dasarkan pada hukum dan 

merupakan tindakan yang bersifat memerintah. 

2.1.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik  

Menurut Nugroho (Harbani, 2014), kebijakan publik dibagi menjadi 

tiga kelompok, yaitu: 

(1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang 

bersifat umum seperti yang telah disebut di atas. 

(2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah 

atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan 

Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. 

 (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur 

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan 

yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan 

Wali Kota. 
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2.2 Peran 

2.2.1 Pengertian Peran 

Peran adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara 

tertentu untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

(status). Teori peran merupakan teori yang merupakan gabungan antara teori, 

orientasi dan disiplin ilmu. Peran diartikan sebagai pola perilaku yang 

diharapkan masyarakat dari orang-orang yang menduduki jabatan tertentu. 

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian 

peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia 

berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di 

masyarakat (Ningsih, 2022). 

Peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi 

antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya 

dengan adanya hubungan antara masyarakat (Diana et al., 2017). 

Adapun Teori Peran Jim (Ife, 2016)sebagai berikut: 

a) Peran Fasilitatif 

Peran fasilitatif adalah mendorong, memperkuat, mengakui dan 

menghargai kontribusi dan kerja individu, kelompok dan masyarakat 

dalam meningkatkan produktivitas. Membangun Kesepakatan 

kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan potensi individu, 
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kelompok dan masyarakat. Dalam peran fasilitatif memiliki terdapat 

dua indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 

fasilitatif, yaitu: fasilitas sarana dan prasarana, program-program 

dalam penanganan stunting. 

b) Peran Edukasi 

Puskesmas ikut serta dalam menetapkan agenda sehingga tidak 

hanya membantu terlaksananya proses peningkatan produktivitas, 

namun juga berkontribusi lebih aktif terhadap peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman individu, kelompok dan 

masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dipenuhi dengan 

meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, mendidik individu, 

kelompok, dan masyarakat. Pada peran edukasi terdapat kegiatan 

sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

c) Peran Representasional 

Puskesmas berinteraksi dengan masyarakat untuk kepentingan 

individu, kelompok, dan masyarakat. Peran tersebut dilaksanakan 

antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi 

dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal 

usaha, pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donator. 

Melakukan advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok, 

dan masyarakat, seperti mendukung pelaksanaan program dan 

pelaksanaan program. Terciptanya rasa nyamamn bagi anak stunting. 
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d) Peran Teknis 

Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari 

warga Puskesmas, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan 

melakukan presentasi lisan dan tertulis, pengorganisasian dan 

pelaksanaan pengelolaan anak stunting serta penilaian kebutuhan 

untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat. 

Peran tersebut dapat dilakukan oleh Puskesmas bersama individu, 

kelompok dan masyarakat untuk memperoleh informasi dan data yang 

dapat digunakan baik untuk melibatkan dan mengembangkan potensi 

pemangku kepentingan, serta untuk mempromosikannya. Pada peran 

teknis terdapat indikator yaitu, adanya pendataan jumlah anak stunting 

yang merata sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan 

public secara optimal, dan adanya upaya dalam penanganan stunting. 

2.2.2 Jenis-Jenis Peran 

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (Brigette Lantaeda et al., 

2002) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 

1) Peran Aktif 
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Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, 

seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. 

 

2) Peran Partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang 

sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 

3) Peran Pasif 

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 

pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan 

kesempatan kepada fungsi. 

2.3 Pelayanan Publik 

    2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap wargan negara dan 

penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara publik (Kurniati et al., 2015). 
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Pelayanan publik menurut Sinambela (Mursyidah & Usrotin, 2020) 

adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Menurut Soesilo(Riani, 2021), Pelayanan Publik adalah bentuk usaha 

sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/atau 

jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari 

setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan kepada pelayan 

publik wajib untuk melakukannya. 

2.3.2 Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip-prinsip pelayanan publik berikut ini penting untuk 

memberikan pelayanan berkualitas tinggi yang dapat memberikan kepuasan 

masyarakat (Yuliyanti et al., 2022) 

1. Kesederhanaan 

Merupakan pelaksanaan pelayanan publik harus bersifat mudah dipahami 

tidak berbelit-belit serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

2. Kejelasan 

Merupakan kejelasan mencakup dalam hal persyaratan teknis dan 

administrasi pelayanan, bidang yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian serta tata cara penyelenggaraan. 
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3. Kepastian Hukum 

Merupakan pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan sesuai 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Merupakan dalam memberikan pelayanan, produk yang di tawarkan dapat 

diterima masyarakat dengan benar, tepat dan sah sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. 

5. Keamanan 

Merupakan pelaksanaan pelayanan harus mampu memberikan rasa aman 

dan tentram kepada masyarakat. 

6. Tanggung jawab 

Merupakan penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab 

dalam menangani pelayanan mulai dari pemberian pelayanan hingga 

penyelesaian segala macam permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

 Merupakan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai akan 

menciptakan penyelenggara pelayanan yang balik. 

8. Kemudahan akses 

Merupakan hal ini berkaitan dengan tempat serta sarana pelayanan yang 

mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
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Merupakan dalam memberikan pelayanan, penyelenggara harus memiliki 

sifat disiplin, ramah, sopan dan santun serta ikhlas dalam memberikan 

pelayanan. 

10. Kenyamanan 

Merupakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, lingkungan 

pelayanan harus nyaman, bersih, rapi, teratur serta fasilitas pendukung 

lainnya dalam menciptakan pelayanan yang baik. 

2.3.3 Asas Pelayanan Publik 

Untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasa 

kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas 

pelayanan, berikut asas pelayanan menurut Keputusan MENPN Nomor 

63 Tahun 2003 (Muslim,H, 2017). 

1. Transparansi 

Merupakan pelayanan harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan pelayanan publik harus mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas  

Merupakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional 
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Pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif yaitu tidak 

membedal-bedakan suku, ras,, gender serta status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban 

 Penyelenggara dan penerima Pelayanan publik harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing. 

2.4 Stunting 

    2.4.1 Pengertian stunting 

Stunting (Yanti et al., 2020) adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan tumbuh yang 

semestinya (anak stunting). Stunting adalah suatu kondisi dimana tinggi badan 

anak lebih rendah dari usianya atau keadaan dimana tubuh anak lebih kecil 

dibandingkan anak pada usia yang sama, ditandai dengan terhambatnya 

tumbuh kembang anak yang mengakibatkan anak tidak mampu mencapai 
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tinggi badan normal dan sehat sesuai usianya. Stunting juga dapat disebabkan 

oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan sebelumnya dan 

digunakan sebagai penanda malnutrisi jangka panjang pada anak-anak. 

Stunting (Oxy Handika, 2020) adalah masalah gizi yang serius, 

terutama di negara miskin dan berkembang. Stunting adalah salah satu bentuk 

gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linier 

pada balita akibat dari akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung dalam 

jangka waktu lama, mulai dari kehamilan hingga usia 24 bulan. Kekurangan 

gizi pada masa tumbuh kembang anak sejak dini akan menghambat 

perkembangan fisik, meningkatkan angka penyakit, menghambat 

perkembangan intelektual, dan dapat berujung pada kematian. Balita yang 

mengalami masalah Stunting memiliki risiko terjadinya penurunan 

kemampuan intelektual, penurunan produktivitas, dan berisiko mengalami 

penyakit degeneratif di kemudian hari. Menurut World Healt Organization 

(WHO), standar pertumbuhan anak didasarkan pada indeks panjang badan 

terhadap umur (PB/U) atau tinggi badan terhadap  umur (TB/U) dengan batas 

(z-score) kurang dari -2 SD. Balita yang mengalami stunting atau balita 

pendek dapat diketahui apabila panjang atau tinggi badan anak telah diukur 

dan dibandingkan dengan standar dan hasil pengukuran tersebut berada dalam 

kisaran normal. Adapun ciri ciri dari stunting (Esha et al., 2023) yaitu : 
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1. Tinggi badan pendek, anak yang mengalami stunting biasanya 

memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seumurannya. 

Pertumbuhan linear akibat difisit giziyang kronis 

2. Berat badan rendah 

3. Perkembangan fisik  

4. Gangguan kognitif 

5. Penurunan energi dan aktivitas 

6. Keterlambatan pubertas 

7. Tampak lebih muda dari usia sebenarnya 

   2.4.2 Dampak Stunting 

Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak 

jangka pendek dan jangka panjang (Choliq et al., 2020). 

1. Dampak Jangka Pendek. 

a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian 

b. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal 

c.Terganggunya perkembangan otak 

2. Dampak Jangka Panjang. 

a. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan 

pada umumnya) 
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b. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya 

c. Menurunnya kesehatan reproduksi 

d. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah  

e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. 

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Stunting 

Banyak faktor yang terkait dengan kejadian stunting diantaranya yaitu 

status gizi ibu yang buruk pada saat kehamilan, pola asuh yang kurang baik 

terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan pola anak, serta 

pemberian ASI Eksklusif akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh. 

Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, 

kehamilan remaja, jarak kelahiran anak yang pendek, infeksi pada balita 

seperti diare, kondisi ekonomi, pekerjaan dan mata pencaharian keluarga. 

Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses 

sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat (Komalasari et 

al., 2020). Stunting dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak 

langsung (Susilawati & Ginting, 2023). Faktor langsung yang berhubungan 

dengan stunting diantaranya asupan nutrisi makanan dan status kesehatan. 

Faktor tidak langsung yang berhubungan dengan stunting diantaranya terkait 

dengan pelayanan kesehatan dan lingkungan rumah tangga, pendidikan serta 

perekonomian yang rendah juga merupakan faktor pemicu stunting.  



31 
 

2.5 Penanganan 

    2.5.1 Pengertian Penanganan 

Menurut Sugono (Bedasari et al., 2022) Penanganan adalah proses, 

cara, perbuatan menangani. Penanganan merupakan suatu proses tindakan 

atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang 

dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat 

terkendali dan terselesaikan.  

2.5.2 Bentuk – bentuk Penanganan 

Bentuk kegiatan penanganan intervensi gizi spesifik, Puskesmas 

Muaro Paiti dalam menangani stunting, yaitu : Bentuk penanganan stunting 

merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mengurangi jumlah anak 

stunting (anak gagal tumbuh). Dalam program penanganan stunting ini dapat 

memperkuat partisipasi masyarakat, termasuk pemerintah Desa agar berhasil 

menurunkan angka stunting. Selain itu kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

terhadap orang tua untuk mencegah stunting sangat bermanfaat bagi 

keberhasilan penurunan angka stunting, dan penyuluhannya untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman agar seluruh orang tua memiliki 

pengetahuan dan kesadaran untuk mencegah stunting sejak dini.  

Orang tua yang mengetahui pentingnya pola makan sehat dan 

mencegah stunting akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjaga 
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pola makan seimbang semasa kecil. Oleh karena itu, untuk menangani 

terjadinya stunting pada anak, orang tua perlu dibimbing dan disarankan 

untuk mengosumsi makanan bergizi. Terkait dengan penanganan stunting, 

kita dapat mengukur tingkat pemahaman masyarakat dan lembaga Desa dalam 

melakukan keberhasilan penanganan stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan 

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.  

Penanganan adalah proses atau cara menghadapi dan mengatasi 

sesuatu yang dianggap masalah. Penanganan stunting merupakan target dari 

SDG’s yaitu program yang ke dua Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) 

mengakhiri kelaparan, menjamin ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, 

dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Dalam program 

penanggulangan stunting di pemerintahan terdapat dalam rencana kerja 

pemerintah desa (RKPDES). RKPDES adalah Rencana Kerja Pemerintahan 

Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan 

penjabaran dari RPJM Desa hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 

sebelumnya, prioritas kebijakan  desa. 

Adapun program RKPDES dalam bidang Kesehatan dalam 

penanganan stunting yaitu: 

• Meningkatkan Program penyuluhan dan pembimbingan yang 

dilakukan pihak puskesmas dan kader posyandu dalam memberikan 
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pengetahuan kepada masyarakat bahwa harus memperhatikan tumbuh 

kembang anak.  

• Imunisasi Dasar Lengkap ,Pemberian imunisasi dasar lengkap pada 

bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. 

Bayi yang sering mengalami sakit-sakitan apalagi hingga terkena 

infeksi akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, cenderung 

akan terganggu/terhambat tumbuh kembangnya sehingga berpotensi 

untuk stunting. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap 

dinilai efektif dalam mengurangi tingkat stunting. 

• Program Posyandu Gizi, Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya 

sumber daya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, 

untuk dan bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 

kesehatan, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan dasar. Dalam melaksanakan programnya 

POSYANDU dibantu oleh Kader. Pada posyandu, jumlah kader akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program di 

posyandu yang mengacu pada sistem 5 langkah, yaitu registrasi, 

penimbangan, pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), penyuluhan, dan 

pelayanan Kesehatan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

2011). Program yang tersedia di beberapa Posyandu antara lain M-
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Posyandu, pemberian ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Gerakan 

Sayang Ibu (GIS). Program ini mempunyai efek yang besar dalam 

mengurangi gizi buruk dan stunting.  

• Pemberian tablet penambah darah untuk remaja putri, calon pengantin 

dan ibu hamil. 

• Pemberian makanan pendamping ASI. 

• Pemberian tablet penambah darah. 

2.6 PUSKESMAS 

 2.6.1 Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Studi & Publik, 2017) 

adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting 

di Indonesia. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta 

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah 

dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas (Sari,2019) 

adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja. 
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2.6.2 Kedudukan dan Fungsi Puskesmas 

a. Kedudukan Puskesmas 

Kedudukan puskesmas (Studi & Publik, 2017) meliputi beberapa 

system, yaitu meliputi: 

1. Sistem Kesehatan Nasional sebagai sarana pelayanan kesehatan 

(perorangan dan masyarakat) strata pertama. 

2.  Sistem kesehatan Kabupaten/Kota sebagai unit pelaksana teknis 

Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas 

pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota. 

3.  Sistem Pemerintah Daerah sebagai unit pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit struktural 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

b. Fungsi Puskesmas 

 Puskesmas sesuai dengan fungsinya (sebagai pusat pembangunan 

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta 

pusat pelayanan kesehatan dasar) berkewajiban mengupayakan, menyediakan 

dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat (Ii & Puskesmas, 2014). 
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2.6.3 Penanganan Stunting Oleh Puskesmas 

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan 

Kapur IX dimulai pada bulan Januari 2020 diantaranya dengan berpedoman 

pada 8 (delapan) Rencana Aksi Konvergensi Pananganan Stunting yang 

dikeluarkan oleh Kementrian PPN/Bappenas yaitu : 

1) Analisa Situasi Program Penurunan Stunting, kegiatan yang dilakukan 

berupa, 

a. Pembentukan Tim Koordinasi dan Pokja Data Penanganan Stunting 

b. Hasil Analisis Situasi 

c. Penetapan Nagari Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Lima  

Puluh  

d. Sosialisasi dan Deklarasi Komitmen Pimpinan Daerah dan Perangkat 

Daerah dalam penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. 

e. Membentuk kerjasama dengan Tenaga Ahli Fakultas Kedokteran 

Unand dalam pendampingan pelaksanaan penanganan stunting di 

Kabupaten Lima Puluh Kota tahun2021. 

f. Untuk akselerasi penanganan stunting di KabupatenLima Puluh Kota 

maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Rembukstunting. 
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2) Penyusunan Rencana Kegiatan berupa Pemetaan Program Kegiatan 

Rembuk Stunting dimaksudkan agar pemerintah daerah melalui seluruh 

tingkatan pemerintahan , unit layanan dan Nagari dapat: 

• Mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan stunting. 

• Unit pemerintahan dan layanan tingkat kecamatan mendapatkan 

sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat nagari. 

• Kader Pembangunan Manusia tersedia di setiap nagari untuk 

mengawal konvergensi layanan tingkat Rumah Tangga. 

• Nagari mengalokasikan anggaran yang cukup untuk stunting. 

• Nagari dapat melakukan kewajiban pelaporannya 

Peraturan Bupati tentang kewenangan Nagari untuk memberikan 

jaminan terhadap penurunan prevalensi stunting pada balita, pemerintah 

Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan 

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Nagari 

Prioritas Penanganan Stunting yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 

2020, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikeluarkan pada 

tanggal 31 Januari 2020, Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) stunting yang dikeluarkan 

pada tanggal 10 Februari 2020, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 

Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tim 
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Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penanganan Stunting yang dikeluarkan 

pada tanggal 28 Januari 2021, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 

Tahun 2021 tentang Penetapan Nagari Prioritas Penanganan Stunting yang 

dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 24 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembuk Stunting yang 

dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2021. 

Bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan Puskesmas Kecamatan 

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut : 

1. Menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK), antara lain meningkatkan sosialisasi ASI-

Eksklusif, edukasi gizi pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah 

pada ibu hamil, Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA), 

program kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air 

bersih dan sanitasi. 

2. Pemantauan dan analisis permasalahan yang terjadi di Desa Muaro Paiti 

menunjukkan bahwa pengasuhan anak, pola konsumsi ibu hamil dan 

perilaku hidup bersih dan sehat, sehinnga masyarakat masih intervensi 

dan pembinaan. 

3. Memantau pertumbuhan dan memberikan makanan pendamping ASI 

untuk meningkatkan gizi bayi dan balita. 
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4. Peningkatan skill dan kemampuan komunikasi tenaga kerja kesehatan 

dalam mengadukasi masyarakat untuk peduli terhadap gizi seimbang, 

penyediaan PMT dan MP-ASI. 

5. Penguatan puskesmas dalam menangani masalah gizi dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

6. Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat. 

2.7 Pandangan Islam Terhadap Stunting 

Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, yang merujuk 

pada Alquran Surat An- Nisaa ayat 9 :Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:  

ا مِهْ  ُْ ُْ تشََكُ لْيخَْشَ الَّزِيْهَ لَ لًً  ََ ُْ ا قَ ُْ لُ ُْ لْيقَُ ََ  َ
مْْۖ فلَْيتََّقُُا اّللّٰ ٍِ ا عَليَْ ُْ يَّتً ضِعٰفاً خَافُ ٍِمْ رُسِّ خَلْفِ

  سَذِيْذًا
 

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteran) nya. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur 

kata yang benar". (QS. An- Nisaa :9).  

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek 

kehidupan. Kehamilan adalah anugerah terbesar bagi setiap orang tua. Oleh 

karena itu, perlu menjaga kesehatan ibu dan kandungannya agar dapat 

melahirkan dengan selamat. Tahapan kehamilan sangat menentukan tumbuh 
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kembang anak di masa depan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

tumbuh kembang janin adalah dengan memilih makanan sehat untuk ibu 

hamil (Islam, 2021). Rasullullah SAW juga menganjurkan makanan yang baik 

untuk kesehatan ibu hamil. Selain bergizi bagi ibu, makanan tersebut juga 

mencerdaskan otak bayi yang dikandungnya. Selain itu, ASI juga merupakan 

wujud kasih sayang Allah sekaligus anugerah istimewa bagi setiap bayi yang 

lahir di bumi. Perintah menyusui bayi juga terdapat dalam Al- Quran Surah al 

Baqarah ayat 233 :Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

ضَاعَتَ ۗ ۞ الشَّ ليَْىكَِامِليَْىلِمَِىْاسََادَاوَْيُّتمَِّ ُْ لًَدٌَىَُّحَ َْ َ الذِٰتيُشُْضِعْىاَ َُ الْ ََ  

سْعٍَاَ ۚ  َُ لََتكَُلَّفىُفَْسٌالًَِّ فِۗ َْ تٍُىَُّباِلْمَعْشُ َُ كِسْ َُ ًٗ سِصْقٍُىَُّ دِلَ ُْ لُ ُْ عَلىَالْمَ ََ  

اسِثمِِثْلزُٰلكَِ ۚ فاَنِْ لًَتُ  َُ عَلىَالْ ََ لذَِيٖ  َُ ًٗ بِ دٌلَّ ُْ لُ ُْ لًَمَ ََ لذٌَِاَ َُ بِ
الذَِةٌٌۢ ََ ضَاۤسَّ  

اوِْاسََدْتُّمْانَْ  ََ ٍِمَاۗ سٍفلَََجُىاَحَعَليَْ َُ تشََا ََ ىٍْمَُا  اسََادَافصَِالًًعَىْتشََاضٍمِّ

لًَدَكُمْفلَََجُىاَحَعَليَْكُمْارَِاسَلَّمْ  َْ ااَ ُْْٓ اتَّقُُاتسَْتشَْضِعُ َُ فِۗ َْ آْاٰتيَْتمُْباِلْمَعْشُ تمُْمَّ  

وبَصَِيْشٌ  ُْ ٍبَمَِاتعَْمَلُ ااوََّاللّٰ ُْْٓ اعْلمَُ َُ ٍَ
 اللّٰ

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 
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Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." 

Stunting (Al-taqazzum) merupakan kondisi tidak meratanya  

perkembangan pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak 

bayi dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Dan stunting dapat 

menghambat perkembangan anak baik motorik (gerakan) maupun kognitif 

(pengetahuan). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berjudul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan 

Stunting di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting di 

Desa Baturijal Hilir)” yang di tulis oleh  (Ningsih, 2022). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa diketahui Penanganan Stunting di Kecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan adanya beberapa program yaitu Posyandu, 

Kelas Ibu Hamil, PTTD, dan PMT, adanya sosialisasi dalam bentuk 

penyuluhan yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan seperti posyandu dan 

kumpulan ibu-ibu dengan dibantu oleh pihak Puskesmas dan kader-kader 

desa. Hal itu dilakukan dengan harapan masyarakat akan sadar pentingnya 
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kesehatan mengenai Penanganan Stunting agar terbebas dari stunting dimasa 

yang akan datang. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam 

Penanganan Stunting ini yaitu, kurangnya pemahaman orang tua terhadap 

pola asuh, pola makan, lingkungan yang bersih dan belum adanya tempat 

yang tetap untuk melakukan kegiatan posyandu.Perbedaan dengan penelitian 

sekarang adalah dari lokasi penelitian. 

Penelitian yang berjudul “ Peran Puskesmas Dalam Dalam Upaya 

Mengurangi Kasusu Stunting Melalui Program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM)” yang ditulis oleh  (Rahmuniyati, 2020) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwadalam upaya melaksanakan STBM untuk mengurangi 

stunting, nutrisionist dan sanitarian dipuskesmas berkolaborasi dalam 

mewujudkan program inovasi penanggulangan stunting melalui STBM di 

masyarakat. Puskesmas juga memantau, berkoordinasi dengan masyarakat dan 

kaderterkait pelaksanaan lima pilar STBM. Pihak puskesmas telah mengajak 

masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi lingkungannya melalui tahap 

pemicuan sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan untuk 

meninggalkan kebiasaan buruknya. Simpulan bahwa puskesmas memiliki 

peran penuh atas keberhasilan program STBM dalam mengurangi kasus 

stunting. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dari lokasi penelitian. 

Penelitian yang berjudul ”Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan 

Stunting Pada Balita (Bayi Lima Tahun) Di Kabupaten Kampar” yang ditulis 

(Lara, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa  bahwa Peran Dinas 
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Kesehatan di Kabupaten Kampar sudah optimal dalam penanganan stunting, 

masih adanya balita menderita stunting di wilayah Kabupaten Kampar,hal ini 

terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan dalam penanganan stunting. 

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah lokasi penelitian serta teori yang 

digunakan Lara menggunakan teori Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian 

peneliti menggunakan teori Jim Ife 2016. 

 Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijkan Dinas Kesehatan 

Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang”  yang ditulis (Sahroji 

et al., 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat 

dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang 

memang belum terlaksana dan kurang memberikanefek dampak langsung 

kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk 

program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten 

Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik. Perbedaan 

dengan penelitian sekarang adalah lokasi penelitian serta teori yang digunakan 

Sahroji menggunakan teori Tachjan, sedangkan penelitian peneliti 

menggunakan teori Jim Ife 2016. 

Penelitian yang berjudul Hasil “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kampar Dalam Penanganan Kasus Stunting Pada Balita Di Desa Pandau Jaya 

Kecamatan Siak Hulu” yang ditulis (Plutzer, 2021) Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam 

Penanganan Kasus Stunting Pada Balita Di Desa Pandau Jaya Kecamatan 

Siak Hulu berada pada kategori Cukup Berperan. Hal ini dapat dilihat dari 

masih minimnya inovasi dan program Dinas Kesehatan terbukti dengan 

banyaknya ibu-ibu balita yang tidak ingin atau enggan datang ke posyandu 

untuk memantau tumbuh kembang anaknya. Dan hambatan yang dihadapi 

Dinas Kesehtaan Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Stunting Pada 

Balita masih banyaknya pemikiran awam yang membuat masyrakat acuh dan 

tidak perduli dengan bahaya stunting. Perbedaan dengan penelitian sekarang 

adalah dari lokasi penelitian. 

2.9  Defenisi Konsep 

Konsep merupakan suatu istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak suatu peristiwa, situasi, kelompok, atau 

individu sebagai suatu obyek. Dengan adanya konsep, seorang peneliti dapat 

menggunakan suatu istilah untuk merujuk pada sejumlah fakta yang berkaitan. 

Sebab konsep juga mempunyai fungsi merepresentasikan realitas yang 

kompleks. 

1. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau 

dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status 

sosial dalam organisasi 
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2. Kebijakan Publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang diambil 

oleh pemerintah yang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan 

atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan Publik 

yang diterapkan oleh Puskesmas merupakan tindakan utnuk mengatasi 

stunting. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu ilmu atau metode 

yang menunjukkan dan peran sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki 

oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

optomal untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Stunting merupakan salah satu bentuk keterlambatan tumbuh kembang 

yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linier pada balita akibat 

dari akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. 

5. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, 

mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak 

berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan 

terselesaikan.  
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2.10 Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan pedoman bagaimana mengukur suatu 

variabel agar pengukuran tersebut dapat dianggap sebagai indikator untuk 

menunjang analisis variabel sehinnga penulis menggunakan indikator-

indikator untuk melihat Peran Puskesmas Dalam Penanganan Stunting Di 

Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. 
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Tabel 2. 1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peran 

Puskesmas 

Dalam 

Penanganan 

Stunting Di 

Desa Muaro 

Paiti 

Kecamatan 

Kapur IX 

Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota  

1. Peran Fasilitatif 1. Mendukung anak-anak 

stunting dalam 

memberikan fasilitas 

khusus dan sarana 

prasaranayang 

dibutuhkan.  

2. Pemanfaatan Program-

Program dalam 

penanganan stunting. 

 

 

Peran 

Puskesmas 

Dalam 

Penanganan 

Stunting Di 

Desa Muaro 

Paiti 

Kecamatan 

Kapur IX 

Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota  

2. Peran Fasilitatif 3. Mendukung anak-anak 

stunting dalam 

memberikan fasilitas 

khusus dan sarana 

prasaranayang 

dibutuhkan.  

4. Pemanfaatan Program-

Program dalam 
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penanganan stunting. 

 

3. Peran Edukasi 1. Melakukan Sosialisasi 

tentang Stunting. 

2. Adanya Pemberdayaan 

yang dilakukan. 

 

 4. Peran 

Respresentasion

al 

1. Mendapatkan sumber-

sumber bantuan dari 

pihak Puskemas seperti 

adanya program 

pemberian biscuit, susu 

untuk anak stunting. 

2. Terciptanya rasa nyaman 

bagi anak stunting. 
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 5. PeranTeknis 1. Terciptanya pendataan 

jumlah anak stunting 

yang merata sehingga 

memudahkan dalam 

memberikan pelayanan 

public secara optimal. 

2. Adanya upaya dalam 

penanganan anak 

stunting 

Sumber :Jim Ife 2016 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari variabel penelitian Peran Puskesmas Dalam 

Penanganan Stunting Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 

Lima Puluh Kota yang kemudian diukur dengan beberapa indikator serta 

fenomena yang terjadi, maka penulis menggambarkan hubungan antara unsur-

unsur tersebut untuk memudahkan pemahaman dalam menafsirkan makna dan 

maksud penelitian. 
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Peran Puskesmas Dalam 

Penanganan Stunting 

 

Peran Teknis Peran 

Respresentasion

al 

Peran Edukasi Peran Fasilitatif 

Penanganan Stunting Oleh Puskesmas 

 

Gambar 2. 1 Kerangkan Berpikir TentangPeran 

Puskesmas DalamPenanganan Stunting  Di Desa Muaro 

Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian berbasis 

inovasi, yang kemudian diterapkan untuk melakukan penelitian terhadap 

kondisi lingkungan tempat terjadinya permasalahan dan peneliti sebagai 

instrumen utamanya. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi kepada khalayak 

tertentu berdasarkan data dan fakta yang kemudian digunakan untuk 

memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang 

diteliti (Hardani, et al,  2022). Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya data yang  diperoleh berupa 

cerita, kata-kata atau gambar kemudian dianalisis dan dideskripsikan agar 

pembaca mudah memahami informasi yang diberikan (Sugiyono, 2011). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Puskesmas Muaro 

Paiti Kecamatan Kapur IX jalan Nusantara I NO.19. Penelitian ini dilakukan 

karena untuk mengetahui bagaimana peran Puskesmas dalam penanganan 

stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 



52 
 

Kota yang semakin banyak anak stunting di Desa Muaro Paiti. Lokasi 

penelitian dilakukan dari bulan November 2023 sampai selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk kata, kalimat, dan 

deskriptif. Namun selain menggunakan data kualitatif, dalam penelitian ini 

juga didukung dengan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah sekumpulan 

informasi yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan seperti yang telah 

disajikan dalam tabel jumlah anak stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan 

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 3.3.2 Sumber Data 

Data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu 

yang penting diorganisasikan. Data merupakan catatan dari serangkaian 

peristiwa. Dalam keilmuan, fakta dikumpulkan dan kemudian menjadi data. 

Data-data tersebut di olah sedemikian rupa sehingga dapat disajikan secara 

jelas dan ringkas sehingga orang lain yang mengalaminya secara tidak 

langsung memahaminya (Farida, 2008). 
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Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer serta data 

sekunder. 

1. Data Primer : Data primer adalah sumber data penelitian yang 

diambil langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) 

(Farida, 2008). Data primer adalah data dasar atau diambil langsung 

dari responden melalui informasi dari hasil observasi dan wawancara 

terkait peran Puskesmas dalam penanganan stunting di Desa Muaro 

Paiti Kecamatan  Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kepala 

Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Bidang Gizi, Kader 

Posyandu, dan Masyarakat yang anaknya termasuk kategori stunting. 

2. Data Sekunder: Data sekunder adalah data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Dan data yang 

diperoleh berupa data pendukung penelitian ini diperoleh dari buku, 

jurnal, dan hasil dokumentasi, laporan, dan catatan yang berkaitan 

dengan sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan aktivitas 

Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX terkait dengan 

penanganan stunting. 
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3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian atau subjek penelitian adalah orang-orang yang 

diminta memberikan informasi mengenai suatu peristiwa atau pendapat. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Arikanto, subjek penelitian adalah objek yang 

dituju oleh peneliti. Penenuan informan penelitian ini menggunakan 

Purposive sampling dan Incidental. Teknik Purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara 

sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Sedangkan teknik Incidental 

adalah teknik pengambilan informan berdasarkan atas kebutuhan, siapa saja 

selama sesuai dengan sumber data.  

Tabel 3.  1 Informan Penelitian Peran Puskesmas  

 

 

 

No Narasumber Jumlah 

1 Kepala Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 1 Orang 

2 Bidang Gizi 2 Orang 

3 Kader Posyandu 2 Orang 

4 Masyarakat (Ibu anak stunting) 3  Orang 

Jumlah 8 Orang 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan 

data, yaitu: 

1)  Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas 

dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Pengamatannya tidak terbatas pada 

manusia saja, tetapi juga benda-benda  alam lainnya. Melalui observasi, 

peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang perilaku dan maknanya 

(Sugiyono, 2011). Observasi dalam penelitian ini meliputi observasi langsung 

dilapangan mengetahui kondisi yang Sebenarnya. Observasi ialah pengamatan 

langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh informasi data yang lebih 

akurat mengenai objek yang dicari. Hasil observasi tersebut digunakan 

peneliti sebagai data informasi tambahan dalam penelitian. Masalah yang 

diamati dalam penelitian terhadap strategi Puskesmas dalam menekan laju 

penderita stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX. 

2)  Wawancara 

Wawancara ialah suatu kegiatan bertukar informasi dan gagasan 

melalui proses tanya jawab antara dua orang, hasil yang diperoleh dari proses 

tersebut kemudian diorganisasikan menjadi suatu topik tertentu. Hasil dari 

wawancara akan memudahkan peneliti untuk mengetahui dan memahami 

lebih dalam permasalahan yang ingin diteliti (Rachmawati, 2007). 
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Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data secara 

langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat peran 

Puskesmas dalam  penanganan stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan 

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Proses wawancara yang di lakukan 

penulis terhadap kepala Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kepala 

Bidang Gizi, Kader Posyandu, dan Masyarakat yang anaknya termasuk 

kategori stunting. 

3)  Dokumentasi  

Dokumentasi (Sugiyono, 2011)adalah suatu cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, catatan, 

dokumen, gambar tertulis  dan gambar yang berupa surat kabar, laporan dan 

informasi yang dapat menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. 

Dokumentasi ini merupakan kumpulan data berdasarkan laporan dokumenter 

yang terkait peran Puskesmas dalam penanganan stunting di Desa Muaro Paiti 

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.  

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut (Sugiyono, 2011), analisis data adalah suatu proses meneliti 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, menyusun data ke dalam kategori-kategori, 

menguraikannya dalam satuan-satuan dengan mensintesis dan menyusunnya 
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menjadi model serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

Berdasarkan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011), 

mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam proses teknik analisa 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus hingga selesai, sehingga terjadi kejenuhan data. Terdapat tiga 

langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain : 

1. Reduksi Data. 

Reduksi data adalah merangkum, memilih unsur-unsur kunci, 

memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting,mencari tema dan pola. 

Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti mengumpulkan data tambahan dan 

mempelajarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat 

elektronik seperti komputer dengan mengkodekan aspek-aspek tertentu. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam teknik analisa data 

adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam 

bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur dan 

sejenisnya. Hal ini sering digunakan ntuk menyajikan data dalam penelitian 
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kualitatif dengan menggunakan penulisan naratif. Dengan penyajian data ini 

akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 

3. Menarik  Kesimpulan. 

Langkah ketiga adalah kesimpulan atau verifikasi. Menarik 

kesimpulan dan memverifikasi penemuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. Penemuan baru dapat bersifat deskriptif atau menggambarkan 

suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan reduksi data dengan 

mengumpulkan data terkait peran Puskesmas dalam penanganan stunting di 

Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

diperoleh berdasarkan wawancara serta observasi dan dokumentasi. Dari hasil 

reduksi tersebut, data-data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan 

diseleksi sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu peran Puskesmas dalam 

penanganan stunting. Maka akan menjadi jelas dan memudahkan peneliti 

mengumpulkan data tambahan. 

Data yang telah direduksi, maka selanjutnya dideskripsikan kembali 

atau menulis ulang hasil data reduksi. Hasil tersebut akan disajikan peneliti 

dalam bentuk uraian yang singkat tekait peran Puskesmas dalam penanganan 

stunting. Selanjutnya, langkah terakhir yang dilakukan peneliti yaitu 
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penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan ini akan peneliti dapatkan hasil terkait 

peran Puskesmas dalam penanganan stunting. 

3.7 Teknik Validasi Data 

Pengembangan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penggunaan banyak 

perspektif untuk mengkonfirmasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan 

peneliti. 

Menurut Sugiyono ((Alfansyur & Mariyani, 2020) Triangulasi 

meliputi 3 hal, yaitu: 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber 

informan yang diambil datanya. Triangulasi sumber data mencakup 

pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber infroman. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik berarti menggunakan pengumpula data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. 

3) Trianguasi Waktu 

Triangulasi Waktu berarti melakukan verifikasi melalui berbagai 

metode atau keadaan seperti observasi, wawancara, atau cara lainnya. Jika 

hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses diulangi 

hingga data dipastikan. 
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BAB IV 

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Desa Muaro Paiti 

Sejarah mula adanya nagari atau pemukiman adalah dari Tangai 

Tinggi ditepi Sungai Batang kapur, kira-kira 3 KM dihilir Nagari Muaro Paiti 

yang sekarang, kelanjutan pemukiman berpindah arah ke hulu sungai sampai 

Air Panasatau Lubuak Dongkuong, perkembangan penduduk di sana kurang 

menguntungkan, karena bayi bayi yang lahir dominan laki-laki dibanding bayi 

perempuan, sehingga masyarakat berinisiatif memindahkan pemukiman ke 

arah Lubuak Napa. 

Dari Lubuak Napa berkembang ke Bangan dan Bangan Tinggi, yang 

terletak dikiri dan dikanan Batang Kapur, disitu ditemui sebuah anak sungai 

yang belum dikenal namanya dan akhirnya dinamai dengan Batang Paiti. 

Yang sebelumnya juga ada yang mengusulkan dengan nama Batang Titian. 

Nama ini berasal dari sebuah temuan di muaro sungai yaitu sebuah peti di 

dalam air, dan sebatang kayu besar melintang di sungai yang dapat di jadikan 

titian. Kemudian dari sanalah lahir sebuah nagari bernama Muaro Paiti karena 

Nagari berada di Muaro Sungai Batang Paiti. 
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4.2 Sejarah Asal Pemerintahan Nagari Muaro Paiti 

Sekitar tahun 1961, di Nagari Muaro Paiti dibentuk dua Jorong yaitu 

Jorong Kampung Dalam dan Jorong Kampung Baru. Pada Tahun 1982 Sistem 

56 Pemerintahan Nagari berubah menjadi Sistem Pemerintahan Desa dimana 

Muaro Paiti dibagi menjadi 2 (dua ), yaitu Desa Kampung Dalam dan Desa 

Kampung Baru. Tahun 1991 terjadi perubahan Sistem Pemerintahan dari dua 

desa disatukan menjadi 1 (satu) yaitu Desa Muaro Paiti sampai tahun 2000. 

Dan tahun 2001 kembali terjadi perubahan Sistem Pemerintahan dari Desa 

menjadi Nagari dan Desa Muaro Paiti kembali menjadi Nagari Muaro Paiti 

seperti Pemerintahan Nagari sebelumnya yang terdiri dari dua Jorong, yaitu 

Jorong Kampung Dalam dan Jorong Kampung Baru. 

Pada tahun 1915 Keselarasan dihapuskan oleh Kolonial Belanda dan 

diganti dengan nama demang, dan di Nagari diangkat seorang Kepala Nagari. 

Pada Tahun1982 sampai Tahun 2000 Sistem Pemerintahan adalah 

Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Di Nagari 

Muaro Paiti dikenal dua Desa yaitu Desa Kampung Baru dan Kampung 

Dalam. Pada Tahun 2001 terjadi perubahan dari Desa menjadi Nagari. 

Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 01 Tahun 2001. 

Berdasarkan UU No 05 Tahun 1979 Pemerintahan Nagari berubah 

menjadiPemerintahan Desa sehingga Kepala Pemerintahan berubah menjadi 
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Kepala Desa.Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten 

Lima PuluhKota Nomor 01 Tahun 2001, Pemerintahan Desa berubah kembali 

menjadiPemerintahan Nagari, dan Kepala Desa diganti dengan Wali Nagari. 

4.3 Geografi dan Topografi Nagari Muaro Paiti 

1. Geografi Nagari Muaro Paiti 

Nagari Muaro Paiti yang letak geografisnya berada diantara 0 – 3 LU 

dan 100,28 BT merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kapur IX, yang 

posisinya berada pada bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Secara 

Administrasi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti berbatasan dengan : 

Sebelah Utara  : Kec. Rokan Hulu Provinsi RIAU 

Sebelah Selatan  : Nagari Koto Lamo 

Sebelah Barat : Nagari Koto Bangun 

Sebelah Timur   : Nagari Lubuk Alai 

2. Topografi Nagari Muaro Paiti 

Secara Administratif Luas Nagari Muaro Paiti adalah 9.536 Ha yang 

terdiri dari 6 jorong sesuai dengan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 173 

tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009. 
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Tabel 4. 2Nama Jorong dan Kepala Jorong Nagari Muaro Paiti 

No Nama Dusun/Jorong Nama Kepala Jorong 

1 Kampung Baru Yuswar 

2 Koto Tinggi Yuzen Harwendi 

3 Kampung Talawi Hermo Saputra 

4 Sungai Panjng Indah Syafril Sarva 

5 Kampung Dalam Rudi Hartono 

6 Kampung Duri Arven Lestari 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 

Pembagian jorong diatas berdasarkan SK Bupati terdiri dari Jorong 

Kampung Baru dimekarkan menjadi 3 jorong Yaitu Jorong Kampung Baru, 

Jorong Koto Tinggi dan Jorong Kampung Talawi, sedangkan Jorong Kampung 

Dalam dimekarkan menjadi 3 Jorong yaitu Jorong Sungai Panjang Indah, 

Jorong Kampung Dalam dan Jorong Kampung Duri. Pemekaran jorong ini 

berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang semakin padat. 

Topografi Nagari Muaro Paiti sebagian besar terdiri dari dataran 

rendah dan dataran tinggi berupa perbukitan dengan ketingian ± 300 m diatas 

permukaan laut. Suhu di Nagari Muaro Paiti Berkisar antara 25 C – 33 C 

dengan kelembaban udara berkisar 70%, walaupun daerahnya cukup panas 

namun curah hujan juga cukup tinggi, yaitu 20 mm/th. 

4.4. Demografi (Kependudukan) 

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar 

merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila 

jumlah penduduk besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan 
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bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang 

besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana 

bahkan akan menjadi beban pembangunan. 

Berdasarkan data terakhir yang ada di arsip Nagari Muaro Paiti,jumlah 

penduduk Muaro Paiti sebesar 5.431 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada table sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Muaro Paiti 

No Dusun/Jorong Jumlah Penduduk Jumlah Jumlah 

KK Laki-

Laki 

Perempuan 

1 Kampung Baru 297 273 570 173 

2 Koto Tinggi 599 556 1155 365 

3 Kampung Talawi 496 493 989 295 

4 Sungai Panjng Indah 535 539 1074 283 

5 Kampung Dalam 514 499 1013 325 

6 Kampung Duri 297 320 619 196 

 Jumlah Total 2740 2680 5420 1637 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 2023 

Tabel 4. 4  Jumlah Penduduk Nagari Muaron Paiti Berdasarkan Mata 

Pencaharian Tahun 2023 

No Uraian Jumlah Persentase 

1 Buruh Tani 270 9% 

2 Tani 1700 60% 

3 Peternakan 80 3% 

4 Pedagang 600 21% 

5 Tukang Kayu 15 0,52% 

6 Tukang Batu 20 0,7% 

7 Penjahit 10 0,4% 

8 PNS 120 4,2% 

9 Polri 4 0,1% 

10 TNI 1 0,03% 
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11 Pensiunan 10 0,4% 

12 Perangkat Nagari 12 0,42% 

13 Pengrajin 5 0,17% 

14 Industri - - 

15 Lain-Lain - - 

 Jumlah 2847 100% 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mata 

pencaharianpenduduk Nagari Muaro Paiti pada umumnya adalah Tani dengan 

jumlah 1700 jiwa dengan persentase 60% dari berbagai jenis usaha yang ada di 

Nagari Muaro Paiti. 

4.5 Visi dan Misi 

5.1 Visi Nagari Muaro Paiti 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam RPJMNag memuat 

visi dan misi Wali Nagari. arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana 

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan peraturan diatas serta dengan 

mempertimbangan berbagai permasalahan nagari, maka visi pembangunan 

nagari untuk tahun 2016-2022 adalah: “MEWUJUDKAN NAGARI YANG 

MANDIRI DAN MADANI, SERTA SEIMBANG DALAM SEGALA ASPEK 

KEHIDUPAN MASYARAKAT”. Makna kata kunci yang terkandung 

didalamnya : 
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a. Mewujudkan : Suatu kondisi yang harus dicapai dan dilaksanakan. 

b. Mandiri : Suatu keadaan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. 

c. Madani : Suatu kondisi masyarakat yang menjalankan syariat sesuai aturan 

syariat itu sendiri. 

d. Seimbang : Suatu keadaan dimana tidak terdapatnya kesenjangan 

dalam tatanan kehidupan masyarakat 

e. Kehidupan : Kondisi masyarakat beraktifitas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

5.2 Misi Nagari Muaro Paiti 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Anak Nagari ( SDM ). 

2. Memberdayakan ekonomi masyarakat seperti Perkebunan, Pertanian, dan 

Industri Rumah Tangga. 

3. Meningkatkan kehidupan beragama dan beradat dalam segala gerak 

kehidupan masyarakat. 

4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, satu raso jo paresoserta 

saling memiliki sebagai warga masyarakat Muaro Paiti. 

4.6 Keagamaan 

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab 

kehidupan manusia harus mempunyai aturan dan agama dijadikan petunjuk 

didalam kehidupan manusia. Penduduk Desa Muaro Paiti, budaya islam. 
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Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Muaro Paiti  

NO Agama Jumlah 

1 Islam 5420 

2 Kristen 0 

3 Protestan 0 

4 Hindu 0 

5 Budha 0 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas sudah jelas terlihat bahwasanya semua 

penduduk di Nagari Muaro Paiti memeluk Agama Islam. 

4.7 Pendidikan 

Pada saat sekarang ini pendidikan merupakan aspek yang sangat 

penting dan harus mendapat perhatian khusus oleh semua pihak.Keberhasilan 

sebuah pendidikan ditentukan oleh berbagai pihak bukanhanya pemerintah dan 

guru saja, yang tak kalah penting yaitu dari orang tua dan pelaku pendidikan itu 

sendiri. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk 

memberikan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Untuk 

menunjang semua itu, di Nagari Muaro Paiti telah didirikan prasarana 

pendidikan (sekolah-sekolah) mulai dari tingkat anak usia dini sampai 

menengah atas. Sekolah-sekolah yang ada di Nagari Muaro Paiti adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 6 Sekolah-Sekolah Di Nagari Muaro Paiti 

No Uraian Jumlah 

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 

2 Taman Kanak-Kanak 3 

3 Sekolah Dasar (SD) 5 

4 Sekolah Menengah Pertama 1 

5 Sekolah Menengah Atas 1 

6 Sekolah Luar Biasa 1 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 

4.8 Kesehatan 

Kesehatan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Didalam 

peningkatan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih dan 

sehat merupakan bagian penting dari proses pembangunan kesehatan 

masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat diperlukan peran serta 

masyarakat itu sendiri, hal ini akan membawa pengaruh dalam peningkatan 

kualitas hidup sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat 

secara menyeluruh. 

Tabel 4. 7 Fasilitas Kesehatan Nagari Muaro Paiti 

No Uraian Jumlah 

1 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 1 

2 Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) 1 

3 Posyandu 6 

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti 
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4.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Muaro Pait 
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 BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil semua temuan peneliti makan pada bab ini 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil yang dilakukan terkait 

Peran Puskesmas Dalam Penanganan Stunting Di Desa Muaro Paiti 

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:  

1. Peran Puskesmas dalam penanganan stunting di desa Muaro Paiti 

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan 

dengan sebagaimana semestinya karena masih ada beberapa 

indikator yang belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari peran 

Puskesmas dalam penanganan stunting pada peran fasilitatif masih 

terdapat pada pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, 

serta pada peran edukasi dalam memberikan sosialisasi dan 

penyuluhan belum optimal, pada peran respresentasional pada 

pendanaan, dan pada peran teknis bagian upaya penangangan 

stunting yang dilakukan oleh Puskesmas belum berjalan dengan 

semestinya. 

2. Faktor penghambat Peran Puskesmas Dalam Penanganan Stunting 

Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 

Kota adalah: 
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3. Dilihat dari indikator Peran Fasilitatif terdapat beberapa faktor 

seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan anak 

masih adanya masyarakat yang tidak mau membawa anak ke 

posyandu mereka menganggap remeh untuk membawa ke posyandu 

padahal di posyandu anak-anak akan diberikan vitamin. 

4. Dilihat dari indikator Peran Edukasi kendala yang terjadi yaitu 

kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat untuk 

mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan 

oleh pihak Puskesmas. 

5. Dilihat dari indikator Peran Respresentasional faktor 

penghambatnya yaitu masalah pendanaan yang menjadi penunjang 

dalam pelaksanaan program penanganan stunting. 

6. Dilihat dari indikator Peran Teknis faktor pendidikan orang tua 

sangat rendah. Hal itu sangat diharapkan dalam penanganan 

stunting dimana pola asuh orang tua dalam memberikan makanan 

bergizi dan sehat itu sangat penting untuk membantu tumbuh 

kembang anak.  

6.2 Saran 

1. Pihak Puskesmas: Diharapkan Pihak Puskesmas dapat memberikan 

pemahaman atau melakukan sosialisasi dengan baik kepada 

masyarakat agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang stunting agar penanganan stunting dapat berjalan dengan 
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baik. Dan juga pendanaan yang ada di Puskemas baik dari Dana 

Desa maupun Dana dari Puskesmas, dengan adanya pendanaan 

tersebut akan bisa memberikan bantuan kepada anak stunting 

dengan baik agar program yang dilakukan bisa tepat sasaran serta 

Puskesmas bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada 

masyarakat sehingga peran Puskesmas sangat membantu kesehatan 

masyarakat terutama kesehatan anak-anak yang tergolong anak 

stunting. 

2. Pihak Masyarakat: Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran 

akan pentingnya kesehatan bagi anak-anak, Sehingga masyarakat 

rajin pergi ke Posyandu untuk bisa menimbang berat badan serta 

mengukur tinggi badan dan diberikan vitamin kepada anak-anak. 

Dan diharapkan masyarakat selalu mengikuti sosialisasi dan 

penyuluhan yang dilaksanakan oleh Puskesmas karena disanalah 

akan diberikan informasi tentang stunting serta cara pencegahan 

dan penanganan stunting. Program yang dilaksanakan Puskesmas 

dalam penanganan stunting salah satunya yaitu pemberian makanan 

tambahan berupa susu dan biscuit serta diharapkan kepada orang 

tua anak stunting dapat memberikan bantuan yang telah diberikan 

sehingga proses dalam penanganan stunting dapat berjalan dengan 

baik. 
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Lampiran I 

Instrumen Wawancara 

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya 

memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara di 

Puskesmas Muaro Paiti. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan 

dalam wawancara sebagai berikut: 

1. Kepala Puskesmas Muaro Paiti 

1) Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran puskemas dalam melaksanakan 

penanganan stunting? 

2) Apa saja upaya yang dilakukan puskeasmas dalam pengadaan fasilitas 

sarana prasarana yang dibutuhkam? 

3) Menurut Bapak/Ibu Apa saja program yang sudah berjalan dalam 

menangani stunting? 

4) Menurut Bapak/Ibu Bagaimana upaya puskesmas dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi stunting? 

5) Menurut Bapak/Ibu dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 

tentang stunting?  

6) Menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam menyiapkan pendanaan dalam 

menjalankan program-program penanganan stunting? 
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7) Menurut Bapak/Ibu bagaimana puskesmas dalam memberikan rasa 

nyaman bagi masyarakat terutama balita stunting? 

8) Menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam melakukan pendataan terhadap 

anak-anak stunting?  

9) Menurut Bapak/Ibu Bagaimana upaya puskesmas penanganan gizi anak?  

10) Menurut Bapak/Ibu Apakah program tersebut sudah berjalan dengan 

lancar? 

11) Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kendala dalam pelaksanakan 

program-program stunting di desa ini?  

2. Pegawai Puskesmas Muaro Paiti 

1) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana upaya puskemas dalam menyediakan 

fasilitas sarana dan prasarana dalam menangani stunting?  

2) Apa saja program yang ada di puskesmas dalam upaya menangani 

stunting? 

3) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana mekanisme dalam proses pemantauan 

pertumbuhan anak? 

4) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana puskesmas dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya stunting? 

5) Menurut Bapak/Ibu dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 

tentang stunting?  

6) Menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam menyiapkan pendanaan dalam 

menjalankan program-program penanganan stunting? 
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7) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana cara puskesmas menciptakan rasa 

nyaman bagi masyarakat terutama balita stunting?  

8) Menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam melakukan pendataan terhadap 

anak-anak stunting?  

9) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana upaya puskesmas dalam penanganan gizi 

anak-anak? 

10) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana puskesmas dalam meningkatan pelayanan 

gizi masyarakat?  

11) Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengurangan 

stunting di desa ini? 

3. Masyarakat 

1) Menurut Bapak/ Ibu apakah fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan 

puskesmas dalam mengurangi stunting sudah cukup? 

2) Menurut Bapak/ Ibu apa saja program yang ada di desa ini dalam 

mengurangi stunting?  

3) Menurut Bapak/ Ibu apakah program yang dilaksanakan puskesmas sudah 

berjalan dengan baik? 

4) Menurut Bapak/ Ibu apakah ada pemantauan stunting yang dilakukan 

puskesmas? 

5) Menurut Bapak/ Ibu apakah sudah ada makanan tambahan yang 

disediakan puskesmas dalam mengurangi stunting?  
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6) Menurut Bapak/ Ibu adakah pengawasan yang dilakukan puskesmas 

dalam mengurangi stunting?  

7) Menurut Bapak/ Ibu bagaimana cara puskesmas dalam memberikan 

infromasi tentang pentingnya stunting? 

8) Menurut Bapak/ Ibu bagaimana upaya puskesmas dalam menangani gizi 

anak-anak?  

9) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana puskesmas dalam meningkatan pelayanan 

gizi masyarakat?  

10) Menurut Bapak/ Ibu Bagaimana mekanisme penyelenggaraan perbaikan 

gizi masyarkat pada bumil, bayi dan balita?  

11) Apa saja kendala yang Bapak/Ibu rasakan dalam pelaksanaan program 

pengurangan stunting di desa ini? 

12) Menurut Bapak/Ibu apakah peran puskesmas dalam menangani stunting 

telah efektif dan efisien ? 

13) Menurut Bapak/Ibu hal apa yang seharusnya di maksimalkan puskesmas 

dalam menangani stunting? 

 

 

 

 



105 
 

Lampiran II 

Daftar Dokumentasi 

Bersama Ibuk dr. Putri Nilam Sari Nazir sebagai Kepala Puskesmas Muaro Paiti 

 

Bersama Ibuk Indah Olivia Mardini, A.Md.Gz  sebagai Penanggung Jawab Bidang 

Gizi 
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Bersama Ibuk Rosi Yupina, AMG sebagai analisi Gizi: 

 

Bersama Ibuk Yulan Ningsih sebagai Kader Posyandu Muaro Paiti 
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Bersama Ibuk Yona Ermi sebagai Kader Posyandu Muaro Paiti 

Bersama Ibuk Dea sebagai orang tua dari anak stunting 
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Bersama Mesa Aulia sebagai orang tua dari anak stunting 

 

Bersama Ibuk Angel sebagai orang tua dari anak stunting 
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Foto tempat Posyandu Muaro Paiti 

 

Gambar Puskesmas Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota 
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Kegiatan Rembuk Stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 

Kota  

 

 

 

Kegiatan Pos Gizi Pada Anak Stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kegiatan Pos 

Gizi Pada Anak Stunting di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota  
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Anak-Anak Stunting Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota 
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